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Abstract. 

 

The illegal takeover of land by third parties without valid certificates often occurs in 

various regions of Indonesia. The crucial role of land motivates people to seek and control 

it. This action has serious and complex legal implications that affect legitimate land 

ownership rights. Land ownership disputes frequently arise when a piece of land is owned 

by more than one person with duplicate certificates, and numerous other parties use, build 

on, and claim land that does not belong to them. The issues addressed in this study are 

the Factors Causing the Occurrence of Land Takeover Actions by Third Parties without 

valid certificates (Case Study: Decision 10/G/2023/PTUN.BL) and the Resolution of 

Problems related to Land Takeover by Third Parties without Valid Certificates, as well 

as the Protective Measures for Certificate Holders of the Land (Case Study: Decision 

10/G/2023/PTUN.BL). 

 

Keywords : The Land Acquisition, Valid Certificates, Dispute Resolution 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sering sekali terjadi permasalahan atau konflik mengenai 

tanah/agraria, salah satunya tentang tindakan pengambilalihan tanah oleh 

pihak ketiga yang tidak memiliki sertifikat sah. Pengambilalihan tanah 

semacam ini dapat memiliki impilkasi hukum yang serius dan kompleks yang 

dapat mempengaruhi hak-hak kepemilikan sah atas tanah. Penyebab berbagai 

konflik agraria sering terjadi karena adanya berbagai faktor, meliputi 

penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Permasalahan atau 

konflik agrarian terjadi akibat dari adanya kesenjangan atau ketidakserasian 

antara sumber agrarian dan sumber lainya. 

Tanah dapat dimiliki oleh perseorangan, kelompok, atau instansi 

pemerintah. Hak kepemilikan tanah ini dilindungi oleh hukum untuk 
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memastikan bahwa pemilik memiliki otoritas hukum, legitimasi dan 

kepercayaan atas properti mereka.1 Pertikaian “yang melibatkan tanah sebagai 

sumber konflik”. Dalam konteks pendekatan konflik, istilah “Sengketa Tanah” 

dapat digambarkan sebagai manifestasi konflik yang akan muncul dan 

berkembang. Selanjutnya, kasus pertanahan merujuk pada pertikaian, konflik 

atau perkara yang terkait dengan kepemilikan tanah dan memerlukan 

penangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.2 

Hak atas tanah mempunytai arti penting bagi Masyarakat serta 

kehidupan, dan kebebasan pribadi. Di sisi lain, merupakan kewajiban negara 

untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak 

atas tanah. Namun hak tersebut tetap harus di batasi oleh kepemilikan 

seluruh harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus 

memiliki alat bukti kepemilikan dengan kata lain, memiliki sesuatu yang tidak 

memiliki alat bukti kepemilikan sama halnya dengan tidak memiliki benda.3 

Kepemilikan tanah di Indonesia tidak dapat sembarang mengklaim 

kepemilikan tanah, jika tidak ada bukti yang jelas mengenai kepemilikan tanah, 

maka tanah tersebut dianggap milik negara. Oleh karena itu, jika seseorang 

ingin memiliki tanah, mereka harus mendaftarkan tanah tersebut di Kantor 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional 

(Kementrian ATR/BPN).4 

Persoalan mengenai konflik pertanahan banyak terjadi pada daerah-

daerah di Indonesia termasuk salah satu contoh daerah yang banyak 

mengalami sengketa dan perebutan hak atas tanah ada di Wilayah Provinsi 

Lampung yang banyak melanda daerah pedesaan maupun perkotaan. Kanwil 

ATR/BPN Provinsi Lampung dalam suatu pemberitahuan, mencatat ada lebih 

daru 50 kasus sengketa dan perebutan hak atas tanah di kota/kabupaten,yang 

dilaporkan ke BPN. Dan sementara sudah tercatat kasus yang telah ditangani 

ialah 285 kasus pertanahan, mulai dari tahun 2020-2021,dan 198 kasus 

diantaranya telah berhasil dituntaskan. Pada tahun 2022, kasus mafia tanah 

banyak mengalami peningkatan adalah kasus penyerobotan tanah seluas 7.250 

hektar di Kota Bandar Lampung yang terjadi akibat kasus pemalsuan isi 

sporadic dan pemalsuan dua sertifikat rumah.5 

Terdapat sejumlah data yang disebutkan diatas, Adapun satu contoh 

permasalahan mengenai pengambilalihan tanah oleh pihak ke-tiga dan banyak 

terjadinya sengketa tanah di Kota Bandar Lampung, dimana Hak atas tanah 

yang dimilik oleh Hj.Izlifa. telah terdapat bangunan pondasi tanpa izin dari 

pemilik Hj.Izlifa, yang diketahui bahwa bangunan pondasi yang dibuat 

ditanah milik Hj.Izlifa ini telah di bangun ,bangunan atas nama Nindya 

Widyanti. Nindya mengaku bahwa tanah Hj.Izlifa telah ia beli dan 

mempunyai sertifikat Hak Milik Nomor 811/Tj.S kelurahan Tanjung senang, 
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bahwa dari permasalahan tersebut terjadi karena adanya bergerak maupun yang 

tidak bergerak harus memiliki alat bukti kepemilikan dengan kata lain, 

memiliki sesuatu yang tidak memiliki alat bukti kepemilikan sama halnya 

dengan tidak memiliki benda.3 Kepemilikan tanah di Indonesia tidak dapat 

sembarang mengklaim kepemilikan tanah, jika tidak ada bukti yang jelas 

mengenai kepemilikan tanah, maka tanah tersebut dianggap milik negara. 

Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki tanah, mereka harus 

mendaftarkan tanah tersebut di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang 

atau Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN).4 

Persoalan mengenai konflik pertanahan banyak terjadi pada daerah-

daerah di Indonesia termasuk salah satu contoh daerah yang banyak 

mengalami sengketa dan perebutan hak atas tanah ada di Wilayah Provinsi 

Lampung yang banyak melanda daerah pedesaan maupun perkotaan. Kanwil 

ATR/BPN Provinsi Lampung dalam suatu pemberitahuan, mencatat ada lebih 

daru 50 kasus sengketa dan perebutan hak atas tanah di kota/kabupaten,yang 

dilaporkan ke BPN. Dan sementara sudah tercatat kasus yang telah ditangani 

ialah 285 kasus pertanahan, mulai dari tahun 2020-2021,dan 198 kasus 

diantaranya telah berhasil dituntaskan. Pada tahun 2022, kasus mafia tanah 

banyak mengalami peningkatan adalah kasus penyerobotan tanah seluas 7.250 

hektar di Kota Bandar Lampung yang terjadi akibat kasus pemalsuan isi 

sporadic dan pemalsuan dua sertifikat rumah.5 

Terdapat sejumlah data yang disebutkan diatas, Adapun satu contoh 

permasalahan mengenai pengambilalihan tanah oleh pihak ke-tiga dan banyak 

terjadinya sengketa tanah di Kota Bandar Lampung, dimana Hak atas tanah 

yang dimilik oleh Hj.Izlifa. telah terdapat bangunan pondasi tanpa izin dari 

pemilik Hj.Izlifa, yang diketahui bahwa bangunan pondasi yang dibuat 

ditanah milik Hj.Izlifa ini telah di bangun ,bangunan atas nama Nindya 

Widyanti. Nindya mengaku bahwa tanah Hj.Izlifa telah ia beli dan 

mempunyai sertifikat Hak Milik Nomor 811/Tj.S kelurahan Tanjung senang, 

bahwa dari permasalahan tersebut terjadi karena adanya sertipikat “Tumpang  

 

 

 

1 Irsan Rahman. dkk. 2023. Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Penyerobotan Tanah. 

Jurnal Tana Mana.Makassar.Vol 3. No.1. hlm 1. 
2 Prasetyo Aryo. dkk. 2020. Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan 

Pertanahan Nasional. Notarius.Vol 13. No. 1. hlm 1553 Mukadir Iskandar Syah. 2014. 

Sertifikat Tanah Ganda, Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan. Jurnal Ilmiah Hukum 

Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Jakarta Utara. Vol 4. No.2 hlm.44 
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Tindih Hak Atau sertipikat Hak Atas Tanah Yang Salah Satunya atas 

Haknya Jelas Terdapat kesalahan.”di dalam kasus ini sudah dinyatakan bahwa 

objek sengketa batal atau tidak sah atas sertipkat milik Nindya Widyanti dan 

dinyatakan tidak memiliki hak atas tanah milik Hj.Izlifa. 

Seringkali terdapat perselisihan mengenai kepemilikan atas sebidang 

tanah dalam masyarakat, karena tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu 

orang yang sama- sama memiliki sertifikat hak atas tanah, dan maraknya pihak 

lain yang memakai, membangun dan mengakui tanah yang bukan miliknya. Hal 

ini menyebabkan adanya persoalan sengeketa hak atas tanah. Jika tidak segera 

diselesaikan, kepemilikan tanah yang bersifat Bersama ini dapat menyebabkam 

permasalahan yang lebih kompleks di masa depan. Bahkan tanah yang masih 

dalam sengeketa tidak dapat dipakai dengan efektif oleh pemilik yang 

mempunyai tanah maupun sertifikat sah dan pihak-pihak lainnya. 

Berdalsalrkaln falktal lalpalngaln yalng ditemukaln dallalm Sertifikalt Halk ALtals 

Talnalh tidalk memberikaln jalminaln kepalstialn hukum balgi malsyalralkalt daln 

perlidungaln hukum yalng sepenuhnyal kepaldal pemegalnh halk altals talnalh. 

Sertifikalt halk altals talnalh malsih dalpalt digugalt di pengaldilaln oleh seseoralng 

yalng mengklalim kepemilikaln altals talnalh tersebut, dallalm hall ini sertifikalt 

tersebut dalpalt dicalbut jikal dalpalt dibuktikaln talnpal keralgualn balhwal pemilik 

yalng salh aldallalh oralng yalng bersalngktaln. 

Meskipun sertifikalt Halk ALtals Talnalh merupalkaln bukti yalng kualt balgi 

pemegalng halk pemgalng sertifikalt salh, nalmum tetalp aldal kemungkinaln aldalnyal 

klalim altalu tuntutaln dalri pihalk lalin terhaldalp halk talnalh yalng telalh diberikaln 

sertifikalt. Hall ini dalpalt menyebalbkaln sengketal yalng kemudialn halrus 

diselesalikaln melallui Lembalgal pengaldilaln. Dallalm proses pengaldilaln, palral 

pihalk alkaln diberikaln kesempaltaln untuk mencalpali kesepalkaln balgi palral pihalk 

untuk dalmali daln bermusyalwalralh, ALpalbilal palral pihalk tidalk dalpalt mencalpali 

kaltal sepalkalt, malkal halkim alkaln melalnjutkaln 

persidalngaln di pengaldilaln dengaln mengingalt daln meneralpkaln 

ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln yalng bersalngkutaln sesuali dengaln 

alsals hukum konstruktif. Sertifikalt halk altals talnalh dalpalt dibaltallkaln alkibalt 

aldalnyal tuntutaln pihalk ketigal yalng disebutkaln sebelumnyal. Calkupaln alksi 

peralmpalsaln talnalh oleh malsyalralkalt salngaltlalh luals.paldal dalsalrnyal aldallalh 

pencerminaln dalri dinalmikal kolektif (collective dynalmics) altalu perlalku 

kolektif (collective behalvior).6 
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Terjadi sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional akan 

memberikan surat keterangan hak milik yang menjadi bukti kuat kepemilikan 

hak atas tanah. Sertifikat merupakan salah satu jenis bukti hak atas tanah yang 

dapat dipercaya dan sah. Selama tidak ada seorang pun yang menggugat 

keabsahan sertifikat dan membuktikan cacat hukumnya,.7 

Permasalahan mengenai pengambil alihan tanah oleh pihak lain, 

Pemilik yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum perdata 

untuk mendapatkan kembali hak kepemilikannya. Mengumpulkan bukti kuat 

bahwa mereka adalah pemilik sah tanah adalah hal pertama yang perlu 

dilakukan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa sertifikat tanah, akta tanah, 

perjanjian jual beli, perjanjian sewa, atau bukti pembayaran pajak. Pemilik 

yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap orang yang 

mengambil alih tanah tersebut setelah mengumpulkan cukup bukti. Gugatan 

ini telah diajukan ke pengadilan yang sesuai dan harus mematuhi semua 

persyaratan hukum yang relevan. Pemilik yang yakin telah dirugikan harus 

mempertahankan klaim kepemilikannya di pengadilan dan menyertakan 

bukti-bukti pendukung. Pihak yang sah sebagai pemilik tanah juga harus 

menjelaskan bagaimana pengambilalihannya dan apa dampak 

pengambilalihan tanah oleh pihak lain terhadap pemilik aslinya. 

 

Kesimpulannya, perampasan tanah merupakan pelanggaran berat 

terhadap hak milik yang dapat diajukan ke pengadilan perdata oleh pemilik 

yang merasa kesal. Pemilik yang yakin bahwa mereka telah dirugikan dalam 

proses perdata ini harus memberikan bukti yang kuat dan mematuhi semua 

protokol hukum yang relevan. Dalam kasus perampasan tanah, sangat penting 

untuk mencari bantuan dari profesional hukum yang berpengetahuan untuk 

mempertahankan hak kepemilikan tanah yang sah dan memenangkan kasus 

di pengadilan.8 

 

4 Tami Rusli. dkk. 2023. Percepatan Penyertipikatan Tanah melalui Kebijakan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di BPN Provinsi Lampung. Asmir Lau Jou Shinta 5. Bandar 

Lampung. Vol 4. No.105. hlm.255 
5 Hisar Sitanggang. Membrantas Mafia Tanah. 5 Oktober 2023. 

https://lampung.antaranews.com/amp/berita/659285/memberantas-mafia-tanah-di-lampung 

6 Satria Sukananda. 2021. Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana 

Penyerobotan Tanah di Indonesia. Indonesia Journal of Criminal Law and Chriminology 

(IJCLC). Yogyakart. Vol 2. No.3. hlm.162 
7 Andrian Sutedi. 2006. Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika. Jakarta.hlm. 57 
8 Irsan Rahman. Op.cit.hlm.7 

https://lampung.antaranews.com/amp/berita/659285/memberantas-mafia-tanah-di-lampung
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dari penjelasan data yang 

sudah dijabarkan oleh peneliti, beberapa masalah yang terjadi terkait 

pengambil alihan tanah atau perebutan tanah oleh pihak lain yang kerap terjadi 

di Kota Bandar Lampung seperti di daerah Sukarame, daerah Teluk Betung dan 

daerah Pagar Alam, dimana dengan adanya masalah perebutan dan pengambil 

alihan tanah ini kerap sekali sering terjadi, untuk alasan itulah penulis akan 

melakukan penelitian dengan Upaya menemukan factor penyebab pengambil 

alihan tanah dan juga bagaimana penyelesaian sengketa perebutan tanah ini 

dengan mengangkat judul “Implikasi Hukum Terhadap Tindakan 

Pnegambilalihan Tanah Oleh Pihak Ketiga yang Tidak Mempunyai 

Sertifikat sah dan Upaya Perlindungan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah 

( Studi Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.BL)” 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode 

penilitian Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan dalam penelitian hukum 

yang memfokuskan pada analisis terhadapt aspek normatf atau kaidah hukum, 

pendekatan ini melibatkan studi keputusan (Liberary Resreach) untuk 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, seperti asas-asas hukum dalam 

teori/pendapat sarjana dan peraturab perundang-undangan yang berlaku. 

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami dan 

menginterprestasikan hukum berdasarkan prinsip-prinsip, konsep, dan aturan 

yang ada dalam hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor Penyebab Timbulnya Tindakan Pengambilalihan Tanah oleh 

Pihak Ketiga yang Tidak Mempunyai Sertifikat Sah (Studi Putusan: 

10/G/2023/PTUN.BL) 

Ketidakpedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Pada 

beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan 

kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang 

dikemudian membuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah 

dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung 

pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi 

terjadinya tindak pengambilalihan tanah. Selain karena ketidak pedulian 

pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka tindak pidana 

pengambilalihan tanah tanpa sertifikat sah juga terjadi karena kurangnya 

pengetahuan masyarakat dan ketidak peduliannya terhadap asset tanah 

miliknya. 
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1. Faktor terjadinya pengambil alihan tanah ini dikarenakan 

ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah 

dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. 

Seseorang atau korban pemilik tanah mengetahui tanah miliknya 

dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan 

memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah 

tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain. 

2.  Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai 

mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnya untuk 

memperoleh lahan untuk digarap. 

3. Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem 

kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah 

tersebut. 

Selain dari beberapa faktor diatas, bahwa salah satu faktor terjadinya 

pengambilalihan tanah ini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh 

pemilik tanah dalam hal ini korban. Korban melakukan pembiaran terhadap 

tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain, stelah bertahun-

tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya barulah korban 

melakukan pengaduan. Berdasarkan beberapa faktor diatas bahwa korban 

seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu 

kejahatan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung 

ataupun tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya 

kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh 

bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.26Berdasarkan 

uraian-uraian diatas dapat dianalisis bahwa, faktor penyebab timbulnya 

tindakan pengambilalihan tanah dalam kasus ini adalah lebih kepada poin 

faktor penyebab kedua. Dalam kasus ini, pengambilalihan tanah dilakukan 

oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai sertifikat sah sesuai putusan 

10/G/2023/PTUN.BL diakibatkan oleh adanya kecacatan hukum  

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik 

(SHM) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo bersumber dari 

data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar serta dengan menggunakan 

kewenanganya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang 

sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah 

merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak dapat 

mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah milik Penggugat. Untuk itu, 

berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, 

diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar 

Lampung. 
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Mekanisme Penyelesaian Masalah atas Pengambilalihan Tanah Oleh 

Pihak Ketiga yang Tidak Mempunyai Sertifikat Sah dan apa Upaya 

Perlindungan Bagi Pemegang Sertifikat Atas Tanah (Studi Putusan: 

10/G/2023/PTUN.BL) 

Terkait dengan pengambilalihan kembali hak saudara terhadap tanah 

milik saudara dapat dilakukan melalui pembuktian sertifikat hak atas tanah atau 

surat kepemilikan atas tanah, dimana kita dapat menunjukkan sertifikat tanah 

autentik kepada pihak terkait sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah milik 

kita. Legalitas hak atas tanah merupakan penanda kepastian hukum oleh 

negara perihal hak penguasaan ataupun pemilikan, maupun hak untuk 

memanfaatkan tanah/hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.  

10Data dan keterangan yang tercantum dalam sertifikat tanah 

mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang 

benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan 

sebaliknya. Dalam kasus ini, berdasarkan surat putusan 10/G/2023/PTUN.BL 

dinyatakan bahwa sengketa pengambilalihan tanah ini diselesaikan melalui 

tindakan  hukum tata usaha negara pada Peradilan Tata Usaha Negara Bandar 

Lampung. Talhalpaln -Talhalpaln Penalngalnaln Perkalral Di Persidalngaln : 

           Pembalcalaln GUGALTALN (Palsall 74 ALyalt 1 Undalng – Undalng Nomor 5 

Talhun 1986) 

a. Pemeriksalaln Sengketal Dimulali Dengaln Membalcalkaln isi Gugaltaln 

daln Suralt yalng Memualt Jalwalbalnnyal Oleh Halkim Ketual Sidalng, daln 

Jikal Tidalk ALdal Suralt Jalwalbaln, Pihalk Tergugalt Diberi Kesempaltaln 

Untuk Mengaljukaln Jalwalbalnnyal. 

b. Pembalcalaln JALWALBALN (Palsall 74 ALyalt 1 Undalng – Undalng Nomor 

5 Talhun 1986) 

c. Pemeriksalaln Sengketal Dimulali Dengaln Membalcalkaln isi Gugaltaln 

daln Suralt yalng Memualt Jalwalbalnnyal Oleh Halkim Ketual Sidalng, daln 

Jikal Tidalk ALdal Suralt Jalwalbaln, Pihalk Tergugalt Diberi Kesempaltaln 

Untuk Mengaljukaln Jalwalbalnnyal. 

 

25 Ratna Artha Windari. 2014. Keberpihakan Regulasi Pertanahan Hak Masyarakat Adat (Studi 

Kasus Sengketa Tanah Adat di Desa KubutTambahan, Kecamatan Kubutambahan, 

Kabupatetan Buleleng). Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.3, No.1. Bali hlm 330 

26 Putri Gracia Lempoy. 2017. Kajian Hukum atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang diduduki 

Seseorang Menurut Pasal 1963 KUHPerdata. Lex Cermen. Vol. 6, No. 2. hlm  
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REPLIK (Palsall 75 ALyalt 1 Undalng – Undalng Nomor 5 Talhun 1986) 

Penggugalt Dalpalt Mengubalh ALlalsaln yalng Mendalsalri Gugaltaln Halnyal 

Salmpali Dengaln Replik, ALsall Disertali ALlalsaln yalng Cukup Sertal Tidalk 

Merugikaln Kepentingaln Tergugalt, daln Hall Tersebut Halrus Disalksikaln 

Oeh Halkim.DUPLIK (Palsall 75 ALyalt 2 Undalng – Undalng Nomor 5 Talhun 

1986) 

1) Penggugalt Dalpalt Mengubalh ALlalsaln yalng Mendalsalri Gugaltaln 

Halnyal Salmpali Dengaln Replik, ALsall Disertali ALlalsaln yalng Cukup 

Sertal Tidalk Merugikaln Kepentingaln Tergugalt, daln Hall Tersebut 

Halrus Disalksikaln Oeh Halkim. 

DUPLIK (Palsall 75 ALyalt 2 Undalng – Undalng Nomor 5 Talhun 1986) 

2) Tergugalt Dalpalt Mengubalh ALlalsaln yalng Mendalsalri Jalwalbalnnyal 

Halnyal Salmpali Dengaln Duplik, ALsall Disertali ALlalsaln yalng Cukup 

Sertal Tidalk Merugikaln Kepentingaln Penggugalt daln Hall Tersebut 

Halrus Dipertimbalngkaln Dengaln Seksalmal Oleh Halkim. 

 

PEMBUKTIALN (Palsall 100 Undalng – Undalng Nomor 5 Talhun 1986) 

Yalng Dalpalt Dijaldikaln ALlalt Bukti Dallalm Persidalngaln ALdallalh Sebalgali 

Berikut : 

1. Suralt altalu Tulisaln; 

2. Keteralngaln ALhli; 

3. Keteralngaln Salksi; 

4. Pengalkualn Palral Pihalk; 

5. Pengetalhualn Halkim. 

 

KESIMPULALN (Palsall 97 ALyalt 1 Undalng – Undalng Nomor 5 Talhun 1986) 

Dallalm Hall Pemeriksalaln Sengketal Sudalh Diselesalikaln, Kedual Belalh 

Pihalk Diberi Kesempaltaln Untuk Mengemukalkaln Pendalpalt yalng 

Teralkhir Berupal Kesimpulaln Malsing – Malsing. 

 

PUTUSALN (Palsall 108 Undalng – Undalng Nomor 5 Talhun 1986) 

Pembalcalaln PUTUSALN (Palsall 108 Undalng – Undalng Nomor 5 Talhun 

1986) 

a. Putusaln Pengaldilaln Halrus Diucalpkaln Dallalm Sidalng Terbukal Untuk 

Umum; 
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b. ALpalbilal Sallalh Saltu Pihalk altalu Kedual Belalh Pihalk Tidalk Haldir Paldal 

Walktu Putusa ln Pengaldilaln Diucalpkaln, ALtals Perintalh Halkim Ketual 

Sidalng Sallinaln Putusaln itu Disalmpalikaln Dengaln Suralt Tercaltalt 

Kepaldal yalng Bersalngkutaln; 

c.  Tidalk Dipenuhinyal Ketentualn Sebalgalimalnal Dimalksud Dallalm 

ALyalt (1) Beralkibalt Putusaln Pengaldilaln Tidalk Salh daln Tidalk 

Mempunyali Kekualtaln Hukum. 

 

Putusaln (Palsall 97 alyalt 7 Undalng – Undalng Nomor 5 Talhun 1986) 

1) Gugaltaln Ditolalk; 

2) Gugaltaln Dikalbulkaln; 

3) Gugaltaln Tidalk Diterimal; 

4) Gugaltaln Gugur 

 

Dallalm talhalp penyelesalialnnyal, penggugalt dallalm hall ini aldallalh Izlifal 

mengaljukaln beberalpal gugaltaln altalu tuntutaln berupal: 

1. Mengalbulkaln Gugaltaln Penggugalt untuk seluruhnyal; 

2. Menyaltalkaln baltall altalu tidalk salh Sertipikalt Halk Milik Nomor 811/Tj.S 

Keluralhaln Talnjung Seneng talnggall 28 Malret 2000 dengaln Suralt Ukur 

Nomor 39/Tj.S/2000 talnggall 05-02-2000 luals 600 M² altals nalmal Nindyal 

Widyalnti; 

3. Mewaljibkaln Tergugalt untuk mencalbut daln mencoret Sertipikalt Halk 

Milik Nomor 811/Tj.S Keluralhaln Talnjung Seneng talnggall 28 Malret 

2000 dengaln 

Sebelum perkalral diputuskaln, aldal beberalpal pertimbalngaln yalng menjaldi 

penilalialn yalkni: 

a. Malksud daln tujualn Gugaltaln Penggugalt aldallalh sebalgalimalnal terurali 

dallalm duduk perkalral 

b. Objek sengketal daln dimohonkaln baltall altalu tidalk salh oleh 

Penggugalt aldallalh: Sertipikalt Halk Milik Nomor 811/Tj.S Keluralhaln 

Talnjung Seneng talnggall 28 Malret 2000 dengaln Suralt Ukur Nomor 

39/Tj.S/2000 talnggall 05-02-2000 luals 600 M² altals nalmal Nindyal 

Widyalnti. 

c. Gugaltaln Penggugalt tersebut, tergugalt telalh mengaljukaln Jalwalbalnnyal 

tertalnggall 26 ALpril 2023 daln Tergugalt II Intervensi 04 Mei 2023 yalng 

di dallalmnyal memualt aldalnyal eksepsi daln pokok perkalral. 
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Pertimbalngal 

1. Menimbalng, balhwal terhaldalp eksepsi dalri Tergugalt tersebut, 

Penggugalt telalh pulal menalnggalpi dallalm Repliknyal tertalnggall 11 

Mei 2023 yalng paldal pokoknyal membalntalh semual eksepsi Tergugalt 

daln bertetalp paldal dallil-dallil gugaltalnnyal semulal; 

2. Menimbalng, balhwal terhaldalp Replik Penggugalt tersebut. Tergugalt II 

Intervensi menyalmpalikaln Duplik tertalnggall 17 Mei 2023: 

3. Menimbalng balhwal Pengaldilaln alkaln mempertimbalngkaln eksepsi 

mengenali kewenalngaln albsolut Pengaldilaln: 

4. Menimbalng, balhwal berdalsalrkaln ketentualn Palsall 77 alyalt (1) 

Undalng- Undalng Nomor 5 Talhun 1986 tentalng Peraldilaln Taltal 

Usalhal Negalral ditegalskaln balhwal meskipun tidalk aldal Eksepsi 

tentalng Kewenalngaln ALbsolut Pengaldilaln, alpalbilal Halkim 

mengetalhui hall itu, ial kalrenal jalbaltalnnyal (ex officio) waljib 

menyaltalkaln balhwal Pengaldilaln tidalk berwenalng mengaldili sengketal 

yalng bersalngkutaln; 

5. Menimbalng, balhwal mengenali Kewenalngaln Peraldilaln Taltal Usalhal 

Negalral dallalm memeriksal, memutus daln mengaldili sualtu Sengketal 

Taltal Usalhal Negalral, Pengaldilaln berpedomaln paldal ketentualn Palsall 

47 Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1986 tentalng Peraldilaln Taltal 

Usalhal Negalral, menentukaln: “Pengaldilaln bertugals daln berwenalng 

memeriksal, memutus daln menyelesalikaln Sengketal 

Taltal Usalhal Negalral. Berdalsalrkaln ketentualn Palsall 1 alyalt (10) 

Undalng-Undalng Nomor 51 Talhun 2009 tentalng Perubalhaln Kedual 

ALtals Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1986 tentalng Peraldilaln Taltal 

Usalhal Negalral. 

6. Untuk mengetalhui alpalkalh objek sengketal al quo termalsuk dallalm 

Keputusaln Taltal Usalhal Negalral sebalgalimalnal dimalksud Palsall 1 alyalt 

(9) Undalng-Undalng Nomor 51 Talhun 2009 tentalng perubalhaln 

kedual altals Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1986 tentalng Peraldilaln 

Taltal Usalhal Negalral tersebut di altals, Pengaldilaln menguralikalnnyal 

sebalgali berikut 

7. Balhwal objek sengketal al quo berwujud penetalpaln tertulis berupal 

caltaltaln- caltaltaln tentalng penerbitaln Sertifikalt Halk Milik; 

1) Balhwal objek sengketal al quo diterbitkaln oleh Kepallal Kalntor 

Pertalnalhaln Kotal Balndalr Lalmpung selalku Pejalbalt Taltal Usalhal 

Negalral 

2) Balhwal objek sengketal al quo berisi tindalkaln hukum Taltal Usalhal 

Negalral yalng berupal penerbitaln Sertipikalt Halk Milik; 

3) Balhwal objek sengketal al quo bersifalt konkret kalrenal telalh nyaltal hall 
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yalng dialturnyal daln tidalk albstralk yalitu mengenali penerbitaln 

Sertipikalt Halk Milik, bersifalt individuall kalrenal objek sengketal al 

quo tidalk ditujukaln untuk umum tetalpi ditujukaln untuk Nindyal 

Widyalnti 

 

1. Menimbalng, balhwal berdalsalrkaln uralialn pertimbalngaln hukum 

tersebut dialtals, Pengaldilaln berpendalpalt balhwal objek sengketal al quo 

telalh memenuhi unsur Keputusaln Taltal Usalhal Negalral sebalgalimalnal 

dimalksud Palsall 1 alyalt (9) Undalng- Undalng Nomor 51 Talhun 2009 

tentalng perubalhaln kedual altals Undalng- Undalng Nomor 5 Talhun 

1986 Tentalng Peraldilaln Taltal Usalhal Negalral; 

2. Menimbalng, balhwal selalnjutnyal Pengaldilaln alkaln 

mempertimbalngkaln. ALpalkalh penerbitaln objek sengketal al quo 

merupalkaln peneralpaln Hukum Taltal Usalhal Negalral (Hukum 

ALdministralsi Negalral); 

3. Menimbalng, balhwal penerbitaln objek sengketal al quo merupalkaln 

peneralpaln dalri ketentualn Peralturaln Perundalng-undalngaln yalng 

berlalku khususnyal penerpaln Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 

Talhun 1997 tentalng Pendalftalraln Talnalh, sehinggal salngalt jelals 

Tergugalt dallalm menerbitkaln objek sengketal al quo aldallalh 

merupalkaln peneralpaln Hukum Taltal Usalhal Negalral (Hukum ons 

ALdministralsi Negalral) dallalm lingkup pertalnalhaln; 

4. Menimbalng, balhwal berdalsalrkaln ketentualn Undalng-Undalng 

Peraltun al quo, sertal berpedomaln paldal Yurisprudensi dallalm 

beralcalral di Peraldilaln Taltal Usalhal Negalral, malkal Sengketal Taltal 

Usalhal Negalral yalng dalpalt diperiksal daln dialdili di Pengaldilaln Taltal 

Usalhal Negalral halrus memenuhi syalralt-syalralt. 

5. Menimbalng, balhwal berdalsalrkaln seluruh uralialn Pertimbalngaln 

Hukum di altals, malkal Pengaldilaln berkesimpulaln Pengaldilaln Taltal 

Usalhal Negalral Balndalr Lalmpung tidalk berwenalng untuk memeriksal, 

memutus daln menyelesalikaln sengketal in litis, kalrenal merupalkaln 

Kompetensi ALbsolut Peraldilaln Umum untuk memeriksal, memutus 

daln menyelesalikalnnyal 

6. Menimbalng, balhwal oleh kalrenal Pengaldilaln Taltal Usalhal Negalral 

Balndalr Lalmpung telalh menyaltalkaln tidalk berwenalng secalral ALbsolut 

untuk memeriksal, memutus daln menyelesalikaln sengketal al quo, 

malkal cukup berallalsaln hukum balgi Pengaldilaln terhaldalp gugaltaln 

Penggugalt untuk dinyaltalkaln tidalk diterimal 

7. Menimbalng, balhwal oleh kalrenal Gugaltaln Penggugalt dinyaltalkaln 

tidalk diterimal, malkal mengenali malteri eksepsi yalng disalmpalikaln 
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oleh Tergugalt daln Tergugalt II 

Intervensi sertal mengenali pokok sengketalnyal, tidalk perlu 

dipertimbalngkaln lebih lalnjut; 

Pokok Perkara: 

1. Menimbalng, balhwal oleh kalrenal eksepsi tentalng kewenalngaln 

albsolut diterimal malkal terhaldalp pokok perkalral tidalk relevaln lalgi 

dipertimbalngkaln sehinggal gugaltaln Penggugalt dinyaltalkaln tidalk 

diterimal; kdones 

2. Menimbalng, balhwal oleh kalrenal gugaltaln Penggugalt tidalk diterimal. 

Penggugalt dinyaltalkaln sebalgali pihalk yalng kallalh dihukum 

membalyalr bialyal perkalral sejumlalh yalng tercalntum dallalm putusaln 

ini. 

Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1986 tentalng Peraldilaln Taltal Usalhal 

Negalral sebalgalimalnal telalh beberalpal kalli diubalh, teralkhir dengaln Undalng-

Undalng Nomor 51 Talhun 2009 tentalng Perubalhaln Kedual altals Undalng-

Undalng Nomor 5 Talhun 1986 tentalng Peraldilaln Taltal Usalhal Negalral. 

Peralturaln perundalng-undalngaln daln ketentualn hukum lalin yalng terkalit. 

Jalwalbaln Tergugalt altals Gugaltaln yalng Diberikalnnyal 

Tergugalt telalh mengaljukaln Jalwalbalrinyal secalral tertulis paldal talnggall 4 

Mei 2023, paldal pokoknyal sebalgali berikut: 

Tergugalt lebih dulu membalntalh daln menolalk semual dallil, tuntutaln, daln 

segallal sesualtu yalng dikemukalkaln oleh Penggugalt kecualli yalng secalral tegals 

dialkui kebenalralnnyal oleh Tergugalt, daln Eksepsi ini merupalkaln. Saltu kesaltualn 

yalng tidalk 

terpisalhkaln dengaln Jalwalbaln yalng jugal disalmpalikaln paldal Sidalng halri 

ini, Kalmis, 04 Mei 2023. 

Keputusaln Taltal Usalhal Negalral yalng menjaldi objek gugaltaln yalitu 

Penerbitaln Talndal Bukti Halk, yalkni Sertipikalt Halk Milik 811/Tj.S Keluralhaln 

Talnjung Seneng Kecalmaltaln Talnjung Seneng Kotal Balndalr Lalmpung talnggall 

28 Malret 2000 dengaln Nomor Suralt Ukur 39/Tj.S/2000 talnggall 05 Februalri 

2000 seluals 600 m² altals nalmal Nindyal Widyalnti, Penerbitaln objek perkalral al 

quo diindikalsikaln tumpalng tindih dengaln Sertipikalt Halk Milik No. 2001/Tj.S 

dalpalt dialrtikaln balhwal sehalrusnyal pihalk Penggugalt mengetalhui keberaldalaln 

Sertipikalt perkalral al quo yalng malnal Sertipikalt Penggugalt telalh melalkukaln 

permohonaln pemecalhaln talhun 2008 alrtinyal identitals pemetalaln objek perkalral 

alquo sudalh lebih dulu tergalmbalr dalripaldal pecalhaln miik Penggugalt talhun 

2008; 
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Penerbitaln sertipikalt Penggugalt yalng terbit paldal talhun 1982 terindikalsi 

tidalk melalkukaln pemelihalralaln baltals bidalng- bidalng talnalhnyal, hall itu dalpalt 

disimpulkaln melallui alsumsi balhwal sertipikalt milik Penggugalt balru 

melalkukaln pemelihalralaln daltal paldal talhun 2008, aldal rentalng walktu sekitalr 26 

Talhun Sertipikalt tidalk pernalh melalkukaln pemelihalralaln daltal (alrti 

pemelihalralaln daltal disini beralrti pengualsalaln fisik bukaln halnyal sekedalr 

pengecekaln melallui PPALT). Pihalk penggggugalt halnyal melalkukaln 

permohonaln pemecalhaln terhaldalp bidalng talnalh yalng diyalkini sebalgali bidalng 

talnalhnyal nalmun tidalk menegtalhui secalral palsti baltals-baltals bidalng talnalh. 

ALdalpun terkalit gugaltaln kalbur (Obscuur Pencemalraln Nalmal Balik), 

dimalnal gugaltaln yalng dialjukaln oleh Penggugalt kepaldal kalmi selalku Tergugalt 

aldallalh Kalbur (Obscuur 

Libel). Dallalm Palsall 32 alyalt (2) Peralturaln Pemerintalh Republik 

Indonesial Nomor 24 Talhun 1997 Tentalng Pendalftalraln Talnalh yalng berbunyi: 

“Dallalm hall altals sualtu bidalng talnalh sudalh diterbitkaln sertipikalt secalral salh altals 

nalmal oralng altalu baldaln hukum yalng memperoleh talnalh tersebut dengaln itikald 

balik daln secalral nyaltal mengualsalinyal, malkal pihalk lalin yalng meralsal 

mempunyali halk altals talnalh itu tidalk dalpalt lalgi menuntut pelalksalnalaln halk 

tersebut alpalbilal dallalm walktu 5 (limal) talhun sejalk diterbitkalnnyal sertipikalt itu 

telalh tidalk mengaljukaln keberaltaln. Secalral tertulis kepaldal pemegalng sertipikalt 

daln Kepallal Kalntor Pertalnalhaln yalng bersalngkutaln altalupun tidalk mengaljukaln 

gugaltaln ke Pengaldilaln mengenali pengualsalaln talnalh altalu penerbitaln sertipikalt 

tersebut.” Objek perkalral yalng dipermalsallalhkaln oleh Palral Penggugalt 

belumlalh jelals letalk keberaldalalnnyal sehinggal dalpalt dikaltalkaln Gugaltaln Kalbur 

daln halrus dinyaltalkaln tidalk dalpalt diterimal (niet onvalntkelijke verklala lrd). 

Eksepsi gugaltaln jugal telalh lewalt walktu, gugaltaln yalng dialjukaln oleh 

Penggugalt kepaldal kalmi selalku Tergugalt aldallalh Telalh Lewalt Walktu. Dallalm 

Palsall 55 Undalng Undalng No. 5 Talhun 1986 jo Undalng-Undalng No. 9 Talhun 

2004 disebutkaln balhwal gugaltaln dalpalt dialjukaln halnyal dallalm tenggalng walktu 

(90) sembilaln puluh halri terhitung sejalk salalt diterimalnyal altalu diumumkalnnyal 

Keputusaln Baldaln altalu Pejalbalt taltal usalhal negalral yalng digugalt. Berdalsalrkaln 

hall tersebut malkal dengaln demikialn gugaltaln Penggugalt dalpalt dinyaltalkaln telalh 

melebihi tenggalng walktu (lewalt walktu) yalng ditetalpkaln undalng-undalng 

sehinggal gugaltaln Penggugalt telalh dalluwalrsal daln sebaliknyal halrus dinyaltalkaln 

tidalk dalpalt diterimal (niet onvalntkelijke verklalalrd) 

Halsil Putusaln 

Berdalsalrkaln berbalgali pertimbalngaln dialtals, malkal halsil keputusaln dalri 

Peraldilaln Taltal Usalhal Negalral altalu PTUN Balndalr Lalmpung terhaldalp 

kalsus pengalmbil allihaln talnalh ini yalkni: 
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Eksepsi menyaltalkaln menerimal eksepsi Tergugalt daln mengenali 

Kompetensi ALbsolut Pengaldilaln; 

Dallalm Pokok Sengketal: 

1. Menyaltalkaln Gugaltaln Penggugalt Tidalk Diterimal 

2. Menghukum Penggugalt Untuk Membalyalr Bialyal Perkalral 

Sejumlalh Rp. 2.076.000,- (Dual Jutal Tujuh Puluh Enalm Ribu 

Rupialh); 

 

Demikialnlalh diputuskaln dallalm ralpalt musyalwalralh Maljelis Halkim 

Pengaldilaln Taltal Usalhal Negalral Balndalr Lalmpung paldal halri Senin talnggall 7 

ALgustus 2023 oleh GUSMALN BALLKHALN, SH., sebalgali Halkim Ketual 

Maljelis, ULIAL ALLBAL, SH., MH. Daln PUTRI SUKMIALNI, SH., MH., 

malsing-malsing sebalgali Halkim ALnggotal daln diucalpkaln dallalm sidalng terbukal 

untuk umum daln disalmpalikaln kepaldal palral pihalk yalng sekalligus pulal 

dipublikalsikaln untuk umum melallui Sistem Informalsi Pengaldilaln paldal halri 

Kalmis, talnggall 10 ALgustus 2023 oleh Halkim Ketual Maljelis dengaln dihaldiri 

palral Halkim ALnggotal tersebut daln dibalntu oleh VIELLYSON CALRTALMAL, 

SH., Palniteral Penggalnti Pengaldilaln Taltal Usalhal Negalral Balndalr Lalmpung 

sertal dihaldiri/tidalk dihaldiri palral pihalk melallui system informalsi pengaldilaln; 

Berdalsalrkaln uralialn dialtals, dalpalt dialnallisal balhwal konflik sengketal 

talnalh altals pengalmbil allihaln talnalh oleh pihalk ketigal yalng tidalk memiliki 

sertifikalt salh sudalh diselesalikaln melallui aldalnyal penyelesalialn secalral hukum 

lewalt implikalsinyal paldal suralt putusaln 10/G/2023/PTUN.BL. Halsil putusaln 

menyaltalkaln balhwal gugaltaln dalri penggugalt dallalm kalsus ini aldallalh Izlifal tidalk 

diterimal didalsalrkaln oleh beberalpal pertimbalngaln yalng sudalh dinyaltalkaln 

sebelumnyal, bukti yalng aldal dalri pihalk penggugalt, jalwalbaln tergugalt sertal 

pernyaltalaln salksi. Hall ini jugal kalrenal baltals walktu gugalt telalh melebihi duralsi 

daln aldal ketidalkseimbalngaln gugaltaln dalri penggugalt dengaln kesalksialn 

beberalpal pihalk yalng pernalh membeli daln menalnalmkaln talnalmaln dallalm kalsus 

ini talnalmaln calbali di talnalh sehinggal pengaldilaln menetalpkaln keputusaln yalng 

aldil balgi seluruh pihalk altals penilalialn daln kesalksialn yalng aldal sebelumnyal. 

Konsep penyelesalialn secalral hukum paldal kalsus ini jugal menggunalkaln 

jallur konsilialsi. Konsilialsi aldallalh penyelesalialn konflik, termalsuk konflik 

pertalnalhaln yalng ditengalhi oleh seoralng altalu lebih konsilialtor yalng netrall 

yalng dipilih altals kesepalkaltaln palral pihalk. Konsilialtor tersebut halrus terdalftalr 

di kalntor yalng berwenalng menalngalni malsallalh pertalnalhaln, dallalm hall ini 

Kalntor Pertalnalhaln itu sendiri. Konsilialtor halrus dalpalt menyelesalialkaln 

perselisihaln tersebut palling lalmal 30 halri sejalk menerimal permintalaln 
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penyelesalialn konflik tersebut. Paldal kesempaltaln pertalmal tersebut, konsilialtor 

waljib mendalmalikaln palral pihalk terlebih dalhulu. Jikal terjaldi kesepalkaltaln 

dalmali, malkal dibualtkaln perjalnjialn bersalmal untuk kemudialn didalftalrkaln di 

pengaldilaln wilalyalh hukum malnal kesepalkaltaln itu dibualt. 

Bilal konsilialtor galgall mendalmalikaln palral pihalk, konsilialtor 

mengelualrkaln alnjuraln penyelesalialn tertulis palling lalmbalt 10 halri kerjal sejalk 

sidalng konsilialsi pertalmal. Persetujualn altalu penolalkaln palral pihalk yalng 

berkonflik tersebut halrus disalmpalikaln oleh palral pihalk yalng berkonflik palling 

lalmal 10 halri kerjal sejalk menerimal alnjuraln tertulis dalri konsilialtor. 

ALpalbilal palral pihalk yalkni dallalm hall ini Izlifal sebalgali penggugalt daln 

tergugalt yalkni Nindyal Widyalnti bersalmal palral salksi lalinnyal menyetujui 

alnjuraln tertulis dalri konsilialtor, malkal dibualtkaln lalgi perjalnjialn bersalmal untuk 

didalftalrkaln di pengaldilaln wilalyalh malnal talnalh yalng menjaldi objek konflik 

untuk mendalpaltkaln alktal bukti pendalftalraln, balhwal konflik dialntalral palral pihalk 

telalh diselesalikaln secalral konsilialsi. Tetalpi bilal alnjuraln tertulis tersebut ditolalk 

oleh sallalh saltu pihalk altalu kedual belalh pihalk, malkal sallalh saltu pihalk altalu kedual 

belalh pihalk dalpalt mengaljukaln penyelesalialn ke pengaldilaln setempalt dengaln 

mengaljukaln gugaltaln. 

ALdalpun wujud dalri penyelesalialn konflik talnalh ini mengalcu paldal 

putusaln 10/G/2023/PTUN.BL aldallalh berbentuk keputusaln. Keputusaln aldallalh 

penalrikaln kesimpula ln keteralngaln dalri semual pihalk yalng bersengketal, 

sehinggal aldalnyal altalu timbulnyal putusaln yalng kemudialn halsil keputusaln ini 

disalmpalikaln kepallal desal selalku medialtor sekalligus halkim dallalm 

permalsallalhaln yalng terjaldi kepaldal palral pihalk yalng bersengketal.  

Berdalsalrkaln uralialn dialtals, malkal konsep penyelesalialn sengketal dallalm 

hall ini kalsus sesuali suralt putusaln 10/G/2023/PTUN.BL dinyaltalkaln balhwal 

sengketal pengalmbilallihaln talnalh ini diselesalikaln melallui tindalkaln hukum taltal 

usalhal negalral paldal Peraldilaln Taltal Usalhal Negalral Balndalr Lalmpung. Halsil alkhir 

setelalh melewalti uralialn pernyaltalaln gugaltaln, jalwalbaln tergugalt, penilalialn 

seluruh pertimbalngaln daln penjelalsaln palral salksi. Selalin itu, bentuk 

penyelesalialn disini berupal konsilialsi alntalral pihalk penggugalt daln tergugalt 

yalng difalsilitalsi daln dibalntu oleh pihalk peraldilaln sehinggal konsilialtor 

berhalsil menyelesalikaln sengketal daln menempuh talhalp alkhir hinggal 

diterbitkalnlalh halsil keputusaln yalng menunjukkaln balhwal halsil dalri 

penyelesalialn konflik talnalh ini mengalcu paldal putusaln 10/G/2023/PTUN.BL 

aldallalh berbentuk keputusaln dimalnal Izlifal tidalk diterimal didalsalrkaln oleh 

beberalpal pertimbalngaln yalng sudalh dinyaltalkaln sebelumnyal, bukti yalng aldal 

dalri pihalk penggugalt, jalwalbaln tergugalt sertal pernyaltalaln. 
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KESIMPUPLAN DAN SARAN 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln pembalhalsaln paldal balb sebelumnyal, malkal 

dalpalt ditalrik kesimpulaln sebalgali berikut: 

1. Falktor terjaldinyal Pengalmbilallihaln talnalh tersbut disebalbkaln oleh 

kuralngnyal pemalhalmaln dalri pihalk korbaln mengenali staltus kepemilikaln 

talnalhnyal yalng telalh mengallalmi perubalhaln halk. Hall ini terjaldi kalrenal 

pemilik sebelumnyal tidalk menjalgal daln memelihalral baltals-baltals bidalng 

talnalh dengaln balik, balik dallalm bentuk pengualsalaln fisik malupun daltal 

pengualsalaln talnalh selalmal tenggalng walktu 26 talhun. Sehalrusnyal, pemegalng 

halk altals talnalh memiliki talnggung jalwalb untuk memelihalral talndal baltals 

talnalh, yalng sehalrusnyal menjaldi kewaljibaln yalng tidalk dalpalt dialbalikaln. 

Pemilik halk yalng tidalk mempertalnggungjalwalbkaln kewaljibalnnyal 

sepenuhnyal kepaldal pemilik halk tergugalt berpotensi menciptalkaln 

kebingungaln daln ketidalkjelalsaln mengenali kepemilikaln talnalh. Oleh kalrenal 

itu, penting untuk melalkukaln pengecekaln yalng menyeluruh, tidalk halnyal 

terbaltals paldal daltal yalng aldal paldal Pejalbalt Pembualt ALktal Talnalh (PPALT), 

tetalpi jugal melibaltkaln pemeriksalaln lalngsung terhaldalp kondisi fisik talnalh 

untuk memalstikaln kealbsalhaln daln kejelalsaln staltus kepemilikaln. Balhwal 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN) telalh menerbitkaln sertifikalt balru yalitu 

sertifikalt milik Nindyal Widyalnti yalng diputuskaln daln dialkui oleh halkim 

kalrenal telalh melalkukaln pemelihalralaln daltal-daltal sertifikalt kepunyalalnnyal, 

sedalngkaln sertifikalt milik Izlifal dinyaltalkaln baltall altalu tidalk salh kalrenal 

Izlifal tidalk dalpalt memlihalral baltals bidalng-bidalng talnalhnyal berupal yalng daltal-

daltal pengualsalaln fisik selalmal 26 talhun. 
2. Penyelesalialn sengketal menggunalkaln konsilials oleh konsilialtor netrall. 

Bentuk penyelesalialnnyal aldallalh Keputusaln dalri kepallal desal selalku 

medialtor daln hukum balgi palral pihalk yalng bersengketal. Untuk memperoleh 

Kemballi halk altals talnalh dalpalt dibuktikaln dengaln sertifikalt halk altals talnalh 

altalu suralt kepemilikaln talnalh. Talnalh yalng dialmbil oleh pemilik 

sebelumnyal halrus dikemballikaln kepaldal pemilik halk yalng salh. Tindalkaln 

ini perlu didukung oleh pembaltallaln sertifikalt lalmal yalng dimiliki oleh 

pemilik yalng tidalk bertalnggung jalwalb altals talnalhnyal. Selalnjutnyal, 

diperlukaln penerbitaln sertifikalt balru yalng mencalntumkaln nalmal pemilik 

halk yalng salh. Lalngkalh-lalngkalh konkret penyelesalialn dalpalt melibaltkaln 

proses hukum yalng melibaltkaln Pejalbalt Pembualt ALktal Talnalh (PPALT) daln 

instalnsi terkalit. Pertalmal, dilalkukaln pembaltallaln sertifikalt lalmal dengaln 

allalsaln ketidalkpaltuhaln pemilik sebelumnyal terhaldalp kewaljibaln 

pemelihalralaln talndal baltals talnalh. Setelalh pembaltallaln tersebut dialkui daln 

diproses, kemudialn penerbitaln sertifikalt balru dalpalt dilalkukaln untuk 

menetalpkaln kepemilikaln talnalh paldal pemilik halk yalng salh altalu penggugalt. 
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Proses ini halrus dilalksalnalkaln dengaln tralnspalralnsi daln kealdilaln, dengaln 

melibaltkaln semual pihalk terkalit, termalsuk PPALT, pihalk berwenalng, daln 

pemilik halk yalng salh. Sebalgali talmbalhaln, pemilik halk yalng tidalk 

bertalnggung jalwalb dalpalt dikenalkaln salnksi altalu tindalkaln hukum sesuali 

dengaln peralturaln yalng berlalku. Dengaln demikialn, penyelesalialn ini 

dihalralpkaln dalpalt mengemballikaln talnalh kepaldal pemilik yalng berhalk, sertal 

menciptalkaln dalsalr hukum yalng jelals daln salh melallui penerbitaln sertifikalt 

balru. 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Pemerintalh perlu memperbaliki daln melalkukaln pemeriksalaln yalng salngalt 

teliti terhaldalp objek talnalh yalng alkaln diterbitkaln sertifikaltnyal. 

Pemeriksalaln ini tidalk halnyal terbaltals paldal daltal yalng terteral dallalm 

dokumen-dokumen yalng dialjukaln, tetalpi jugal mencalkup pengecekaln 

lalngsung terhaldalp kondisi fisik talnalh. Verifikalsi yalng komprehensif ini 

alkaln membalntu memalstikaln balhwal sertifikalt yalng diterbitkaln benalr 

benalr sesuali dengaln objek talnalh yalng dimiliki oleh pemohon, daln 

mencegalh terjaldinyal kesallalhaln altalu penyallalhgunalaln sertifikalt oleh pihalk 

lalin. Dengaln demikialn, dalpalt diminimallisir,terjaldi kealsallalhaln dallalm 

penerbitaln sertifikalt talnalh yalng dalpalt merugikaln Malsyalralkalt, 

peningkaltaln pengalwalsaln oleh pemerintalh terhaldalpt pendalftalraln talnalh, 

proses pendalftalraln talnalh pemerintalh perlu meningkaltkaln pengalwalsaln 

terhaldalp proses pendalftalraln talnalh, algalr tidalk dalpalt terjaldi kesallalhaln 

yalng merugikaln malsyalralkalt. 

2. Kepaldal Malsyalralkalt, peningkaltaln kesaldalraln malsyalralkalt terhaldalp 

ketelitialn sebelum membeli talnalh, Malsyalralkalt sebaliknyal melalkukaln 

pengecekaln kealslialn daln kealbsalhaln sertifikalt sertal riwalyalt talnalh di 

kalntor pertalnalhaln sebelum membeli talnalh, untuk memalstikaln staltus 

kepemilikaln yalng jelals daln hindalri sengketal. Malsyalralkalt jugal perlu 

meningkaltkaln kepedulialn terhaldalp alset talnalh dengaln meralwalt baltals daln 

daltal talnalh secalral berkallal, untuk mengetalhui baltals palsti talnalh miliknyal 

daln mencegalh klalim pihalk lalin. Dengaln lalngkalh pengecekaln ini, pembeli 

talnalh terhindalr malsallalh hukum daln sengketal di kemudialn halri. 

Malsyalralkalt perlu palhalm calral melalkukaln pengecekaln daltal talnalh sebelum 

tralnsalksi algalr terciptal juall beli talnalh yalng almaln daln terhindalr sengketal.  
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